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Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah

mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaal
Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama

No.KTP/SIM/Paspor
Alamat/Tempat
Tinggal

Pekerjaan/Jabatan
IJomor tlp/Hp

Selanjutnya disebut sebagai Pelapor

MELAPORKAN

Nama 1. IMRAN, S., Pd
2. IMANUDDIN
3. WA}MJDINSYAH
4. ADI SUPRIADIN
5. Yudhin Caldra Nan Arief

Jln. Sultan Muhammad SalahuddinAlamat

Desa Panda Kecamatan palibelo
Kabupaten Bima

Peke4'aan : Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bima
Nomor tlplHp : -

Formulir Mode1 ADM-13
Putusan

)
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Tanda T:rgalt

TENGGARA BARAT

Tempat, Tanggal lahir

Raihan Anwar
5202t13112820002
Jalan Kalimutu No 9 RT.009
Ling. Asahan Kelutahan
Tanjung Karang Permai
Kecamatan Sekarbela Kota
Mataram
Bima,25-09-1970
Karyawan Swasta
081311530001

Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bima
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Selanjutnya disebut sebagai Para Terlapor
Dengan laporan bertanggall4 Mei 2}lg, dan dicatat
dalamBuku Registrasi Laporan Dugaan pelanggaran

Administratif Pemiludengan Nomor

ot / Lp / pL / ADM / 18.OO /v / 20 19---------
Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar Keteraxgan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala

bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bau,aslu telah memeriksa LaporanDugaan

Pelanggaran Administratif Pemiludengan hasil sebagai

berikut:

1. Uralan Laporan Pelapor-------

a) Bahwa, Pada Tanggal 30 April 2Ol9 KPU
Kabupaten Bima memulai pelalsanaan Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
di tingkat Kabupaten Bima untuk 18 Kecamatan
yang terbagi dalam 6 Daerah Pemilihan (Dapit)
Pemiliharr Umum 2O19;

b) Bahwa, pada..anggal 5 Mei 2O19, KPU Kabupaten
Bima melanjutkan Rapat Pleno dengan
memberikan kesempatan kepada PPK Kecamataa
Palibelo untuk membacakan hasil Rekapitulasi
Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu di
Kecamatan Palibelo dihadapan Saksi Peserta
Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Bima. (bukti
terlampir) ;

c) Bahwa, Kabupaten Bima telah melaksanakan
Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara
Peserta Pemilu untuk Kecamatan Palibelo yang
melanggar tata cara fprosedur sesuai ketentuan
yang diatur Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2Ol9
Pasal 46 ayat (1) huruf e yalai 1nembolcakan
keberatan Saksl d,a n/atau catatan keJadtan
Ichzsus dalatn pelaksanaan Rekagifuilasi
Hasll Perolehtn Shtara dt ttngkat Kecannatcrt
gdng tcrdrang d.alann formtHr DA2-K?|I pada
sdc,t proses rekaptf.llr:st dt ltrtglcat Kahqatzn
/ Kota sta.fuis pengelesalantnga'.

d) Bahwa, keberatan Partai NASDEM Kabupaten
Bima yang seyorya-nya dibacakan oleh KpU
Kabupaten Bima dalam Rapat pleno
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sesungguhnya telah lebih arval disampaikan
(diajukan) pada Pleno Tingkat PPK Kecamatan
Palibelodihadapan Panwaslu Kecamatan palibelo,

oleh Saksi Partai NASDEM untuk dicatatkan pada
Form Model DA2-KPU. Keberatan mana
diteruskan pula kepada KPU Kabupaten Bima
sesaat usai Pleno Rekapitulasi ditingkat
Kecamatan Palibelo. Surat dimaksud kini berada
ditangan KPU Kabupaten Bima. Akan tetapi
keberatan tersebut tidak pernah di gubris oleh
KPU Kabupaten Bima sesuai tata cara yang diatur
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 pasal 46
ayat (1) huruf e yang berisi sebagaimana point 3
diatas. (Buktt - Lembar Dlsposlsl Ketua KPU
Kabupaten Btma);

e) Bahrva, tidak dijalankan mekanisme tata
cara/prosedur oleh KPU Kabupaten Bima tidak
pula mendapat perhatian serius oleh Bawaslu
Kabupaten Bima yang turut hadir dalam Sidang
Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bima saat PPK
Kecamatan Palibelo membacakan hasil
rekapitulasi penghitungan perolehaan suara
peserta pemilu 2019 ditingkat Kabupaten Bima.
Tindakan mana merupakan pengabaian terhadap
ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tah:ur, 2OlT
Pasal 399 ayat (1) yang menyebutkan "Bauo,slu
KahryatcnfiCota uajlb meraerlma., memerlksa
dan memuhtsko;n adanga dugaan
pelantggaran, peagimpangan dan/atau
kesalahan dqlam pnoses pelo,ksalnolan
rckapttr.tlasl lustl penghifurngaln perclelun
suara peseraa pemllu sebago'ilnana dlmaksud.
Pasc'l 398 agat (2)".

f) Bahwa begitupula dengan keberatan yang
sampaikan Saksi Partai Nasdem Kabupaten Bima
menanggapi penyampaian/pembacaan
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
oleh PPK Kecamatan Palibelo dalam Sidang pleno

Terbuka KPU Kabupaten Bima. Keberatan-
keberatan mana diantaranys sgSagei berikut:
- Adanya perbedaan jumlah perolehan suara sah

Partai dan 10 orang Calon dalam partai
Nasdem Dapil 6, menurut Data Hasil
Rekapitulasi PPK Kecamatan palibelo
bery'umlah 2.826 suara yang berbeda dengan
Hasil Pleno PPK Kecamatan palibelo
sebagaimana Form DAAI-DPRD KAB/KOTA
(Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
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Perolehan Suara) berjumlah 2.353 suara.
Te{adi selisih perolehan 473 suara antara data
Hasil Rekap dengan yang diplenokan oleh PPK
dan merugikan Partai Nasdem Dapil Bima 6;

- Terdapat perbedaan angka pada Form DAAI-
Plano KAII/KOTA yaitu Perolehan Suara Calon
No. Urut 2 Nazaruddin Dapil Bima 6 tertulis
angka 2 suara di Desa BRE Kecamatan
Palibelo, seharusnya perolehan Calon
bery'umlah 24 suara menurut bukti Saiinan Cl,
sebagaimana pula yang tertera pada Form
DAI-DPRD KAB/KOTA. Bagaimana
penyelesaian dan status keberatan yang
diajukan pada saat rekapitulasi ditingkat PPK

Kecamatan Palibelo;
- Terdapat dugaan Penggelembungan suara

pada TPS 7 Desa Panda yalni pada Salinan Cl
yang dipegang saksi Nasdem, akumulasi
perolehan Partai dan l0 Calon Partai Golkar
Dapil Bima 6 tertulis 17 suara. Namun pada
Form DAI-DPRD KAB/KOTA perolehan suara
sah Partai Golkar / Calon tertulis 37 suara
sehingga jumlah totalnya tercatat 339 suara
pada 10 TPS di Desa Panda. Seharusnya
perolehan Partai Golkar/Calon di 10 TPS

berjumlah 319.
- Saksi Partai Nasdem menduga pola curang

dengan cara menggelembungkan perolehan
suara yang tersebut diatas potensial terjadi di
beberapa Desa di Kecamatan Palibelo sehingga
berakibat berkurangnya Perolehan Suara
Partai Nasdem di Kecamatan Palibelo yang
seharusnya 2826 berdasarkan Rekap PPK dan
selaras pula dengan data tabulasi Panwaslu
Kecamatan Palibelo yang didapat saksi yaloei
befumlah 2826 suara. Kemudian berkurang
menjadi 2353 sehingga terjadi selisih 473
suara.

g) Bahwa, poin-poin keberatan sglegaiman4 point 6
diatas, Saksi mengajukan agal. dilakukan
PENGHITUNGAN SUARA ULANG untuk seluruh
Desa di Kecamatan Palibelo khusus dan terhadap
Rekapitulasi Perolehan Suara Partai/Calon
tingkat Kabupaten Bima. Keberatan mana
diajukan disertai bukti-bukti dan menurut tata
cara berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1)

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2Ol9 yang
menyatakan 'Sclcsi dan/attu fuwaslu
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Kabupatenfitota dan mengajukan kebetu,tart
terhadap prosedur dan/atanr selislh
Ilekapttulast Hasll PengldAngan Petolchan
Srrrrrc kepada XPU Xahqatan/f,oto ap&lb
terdapat lra,l gang t/'da,k seszal dengan
lcetenfi.rcn peru,&.ru pentndanq-undang an'.

h) Bahn'a, atas pengajuan keberatan tersebut KPU

Kabupaten Bima menyatakan tidak menerima dan
menolak isi keberatan yang diajukan saksi yakni
permintaan untuk dilakukan pembukaan kotat
suara dalam rangka melakukan Penghitungan
Suara Ulang. Kecuali atas usulan Bawaslu yang
meminta di buka Form DAAl-Plano KAII/KOTA
untuk Desa Bre dan Desa Panda Kecamatan
Palibelo. Sementara untuk Penghitungan Ulang
Suara tidak dikabulkan tanpa alasan hukum
vang jelas serta dapat dimengerLi oleh Saksi-
Saksi.

i) Bahwa, Sikap Arogansi KPU Kabupaten Bima
yang menolak Usulan dan Keberatan Saksi
tersebut, terlebih Sikap KPU Kabupaten Bima
yang men-skorsing sidang tanpa penyelesaian
keberatan-keberatan yang diqjukan Saksi Partai
Nasdem menunjukkan KPU Kabupaten Bima
tidak menjalankan t:,:ta cara, mengabaikan
prosedur dan melanggar asas jujur dan adil serta
profesional dan transparan. Sebagaimana yang
menjadi asas pelaksanaan Pemilu yang
seharusnya dijunjung tinggi oleh Penyelenggara

Pemilu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
j) Bahwa oleh karena KPU Kabupaten Bima telah

memutuskan secara sepihak Tldal MelanJutkan
Pleno Rekapttulasi Hasll Penghltungan
Perolehan Suara Pesetta Pemllu Ttngkat
Kabupaten Blma dan /atau menyatakan sepihak
Pleno Rekap untuk PPK Kecamatan Palibelo telah
selesai. Maka, Partai NASDEM tidak dapat
memperoleh kesimpulan atas proses rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta
Pemilu Kabupaten Bima khusunya Dapil Bima 6.
Dan oleh karenanya maka Partai NASDEM
mengajukan keberatan kembali sebagaimana isi
yang tercantum pada Form Model DB2-KPU;

k) Bahwa, keberatal mana yang tercantum pada
Form Model DBz-I<PU tidak pula ditandatangani
dan di stempel oleh KPU Kabupaten Bima (Ketua
KPU) tanpa alasan yang jelas menurut peraturan
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perundang-undangan. Hal tersebut merupakan
pelanggaran etlkoleh Penyelenggara Pemilu yang
seharusnya bersikap profesional dan jujur dan
terbuka.

2 Buktl-buktt Pelapor

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam
menyampaikan Laporan sebagai berikut:
a Form Model CI-DPRD IGB/KOTA;
b Form Model DAAI-DPRD KAB/KOTA;
c Form Model DAI-DPRD KAB/KOTA;
d) Forrn Model DB2-KPU;
e) lembar Disposisi Ketua KPU Kabupaten Bima.

3. KetGrangan rakrl Pelapor

Bahwa saksi-saksi yang diajukanPelapor dalam
sidang pemeriksaan sebagai berikut:

o Saksl atas nama Ahmad Yanl, memberlLan
keterangan sebagai berlkut:

a) Bahwa saksi bertindak sebagai saksi dari Partai
Nasdem pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan,
yaitu Rekapitulasi di Kecamatan Palibelo, tanggal
28 April 2019;

b) Bahwa saksi menyampaikan keberatan kepada
PPK pada saat akhir Rekapitulasi PPK terkait
adanya kesalahan memasukkan jumlah pemilih
dan mengkalkulasi jumlah pemilih tambahan
termasuk kekurangan dan kelebihan surat suara;

c) Bahwa didalam Pleno PPK dibagi mejadi 2 panel
setiap panel membacakan hasil dimulai dari
pemilihan Presidan, DPR, DPD, dan DPRD;

d) Bahwa didalam pleno PPK saksi melihat tidak ada
layar/ slide untuk bisa mengetahui apakah setiap
masukan / perbaikan dari saksi, PPK melakukan
perubahan atau tidak;

e) Bahwa pada saat pleno di PPK, Cl Plano di buka
pada saat ada keberatan dari saksi lainnya;

f) Bahwa didalam pleno PPK saksi tidak mau
menerima berita acara hasil rekapitulasi tersebut;

g) Bahwa terhadap keberatan saksi tersebut, PPK

Kecamatan Palibelo tidak memberikan Formulir
Model DA2 yaitu form kejadian khusus/keberatan
dengan a.lasan sakei tidak dapat menunjuklcn Cl
asli hanya C1 hasil print out dari foto camera hp;

h) Bahwa saksi terhadap proses Rakapitulasi
Kecarnatan Palibelo terkait tidak diberikannya
menyampaikan keberatan (formulir DA2) oleh PPK
Pa-libelo disampaikan/dilaporkan kepada Ketua
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DPD Partai Nasdem, yaitu Raihan Anwar
(Pelapor);

i) Bahwa atas laporan saksi tersebut pimpinan
partai (Pelapor) membuat surat keberatan di
tujukan kepada PPK dan ditembuskan kepada
Panwascam dan KPU Kabupaten Bima.

j) Bahwa di dalam surat tersebut meminta PPK
menghitung kembali hasil pemilihan diseluruh
desa di kecamatan Palibelo.

Saksi atas nama Bambang,
keterangan sebagai berikut:

memberlkan

a. Bahwa saksi bertindak atas nama masyarakat pemilih
yang ikut serta menyaksikan dan mendengarkan
proses rekapitulasi di PPK dan KPU Kabupaten Bima;

b. Bahwa saksi melakukan hak pilih di TPS 5 Desa ngali
kecamatan Belo;

c. Bahwa saksi melihat PPS tidak mengumumkan
Sertifikat hasil rekapitulasi di tingkat KPPS termasuk
di TPS saksi;

d. Bahwa saksi menyaksikan Pelapor melakukan
keberatan terhadap rekapitulasi di tingkat PPK begitu
juga ditingkat Kabupaten;

e. Bahwa saksi melihat dan menyaksikan bahwa Pelapor
(Raihan Anwar) melakukan keberatan pada tanggal 28
April 2019 sehari sebelum pleno selesai di tingkat
PPK;

f. Bahwa saksi mendengar bahwa isi keberatan dari
pelapor (Raihan Anwar) yaitu adanya suara yang
hilang di Desa Panda, Desa Bre, Desa Tombosin, Desa
Nata, Desa Tombu, Desa Dore yang saya dengar
hilang sekitar 400an suara dari perolehan Partai
Nasdem 2353 suara ;

g. Bahwa saksi melihat dan ikut serta dalam pertemuan
membahas soal keberatan pihak Pelapor (Raihan
Anwar), bersama caleg lainnya dari partai Nasdem
bapak Nasrudin, kemudian salam, Ahmad yani dan
lainnya didalam ru€rngan yang dia tanda tangani;

h. Bahwa saksi melihat dan mendengarkan proses
rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU berada diluar
ruarlgan;

i. Bahwa saksi berstatus sebagai mahasisrva yang
sedang dan akan melanjutkan studi 52 di jakarta;

j. Bahwa saksi pulang ke kampung halaman di bima
pada bulan Februari dalam rangka ikut serta
memantau jalannya pemilu 2019 bersama temen-
temal mahasiwa di bima serta diajak oleh temen-
temen saksi dari partai nasdem.
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Petitum:
a) Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Kecamatan
Palibelo telah melanggar tata cara/mengabaikan
prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
398 dan Pasal 399 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2Ol7
tentang Pemilihan Umum jo Pasal 45 PKPU Nomor 4
Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitunga-n Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum. Maka sudah sepatutnya tindakan
tersebut dinyatakan sebagai Pelanggaran
Administrasi daiam Pemilihan Umum 2Ol9 cacat
formiil;

b) Bahwa oleh karena tindakan tersebut merupalan
pelanggaran administrasi / cacat formiil, maka
keseluruhan proses Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota DPRD Kabupaten /Kota Pemilihan Umum
Tahun 2019 untuk Kecamatan Palibelo haruslah
diperintahkan untuk dilakukan Penghitungan Suara
Ulang untuk Kecamatan Palibelo dan beberapa TPS
di Kecamatan Palibeto yang diduga te{adi
kecurangan (penggelembungan suara).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon
kepada Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi Nusa
Tenggara Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a) Menyatakan secara hukum KPU Kabupaten Bima
telah melakukan pelanggaran administrasi dalam
pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;

b) Menyatakan secara hukum Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Ikbupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2079
untuk Keczrmatan Palibelo dan Kecamatan Belo cacat
formiil;

c) Menyatakan secara hukum dengan memerintahkan
KPU Kabupaten Bima untuk Penghitungan Ulang
Suara di Kecamatan Palibelo dan Kecamatan Belo
haruslah dilaksanakan oleh Para Terlapor;

4. Uralan Jawaban Terlapor
TE T*TAM|KEBERATA'YEKSTPSTL! TASIAFORANW ELwww.jdih.kpu.go.id/ntb/bima 



.{.FOR:
1. Sgarat formil danmateril

1.1. Syaratformil

a. Bahuta Pelapor ti.d.ak derqan jela.s

m.engebutkan kedudukarurya dalam

laporannya, Aakni ti.d.ak mengebut

sebagaimana y angtemuat d.alam pasot

21 agat (1) Perba uta.sfu I tatatn 2O1B

tentang Pengel.esaian Pelanggaran

Administratif Pemtlilnn Umury apakah
p elap orters ebutu arg a ne g aralndone siag
angmemtrunyailnlcpikla peserta pemifu

atau pem.antau. Iaporan gang a.d.a

menjadi aneh, pelapornAa so,tu orang

gang m.enandatangani dua orang.

Sehingga terdapat sahl orang gang

krmng i.dentilasnga

sebagai.amnnadolamposal 25 agat (6)

Perba utaslu 8 tahun 2018 tentang

Peng elesaian Pelanggaran Administratif
Pemilihan Umum. Pada saat
pemeriksaan persiapan Pelapor

mengaku sebagai peserta pemilu

dzn ssla ga ikstuapartaiyangtidakdapat

menunjukkanketerangan apapun

seb"gai ketua Partai. Juga masih

terdapat nomor teleponnya

tidakdicantumkan.

b. Bahua Pelapor tidak dengan jelas

mengebutkan kedudukan dan stahs
dalam pengelenggara para TerLapor

ma.sing-ma.sing, ika garg dilapor
adalah pnbo.di erry)at orang AanS
disebutkan dalam laporan tersebut

tentu alamotnga sangatlah tid.ak tepat,

jika Terlapor a:tas nama pengelenggara

tentu ada kekurangan orangnVa

(person), karena komi.soner KpU
Kabupaten Birna bukan 4 (emltat) ora ng,

akan tetapi 5 (lima)orang.
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1.2. Sgaratmateril

Bahuta pelopor ti.dak mengehttkan dengan

jela.s atau terdapat kelanrangan sgarat

Materii sebogaimona tertuang dolam pa.sal

25 agat(7) Perbautasfu I talatn 2018 tentang

PengeLesaianL Pelanggaran Administratif

Pemiktnn Umum gabi
SAI(SL Sehingrg asebag atmanrltz.nnuatdo,l
annpa.salS9 Perba uta.sltStalatn2 O 1 8 tentang

Pengelesaian Pelanggarant Administratif

Pemilihan Umum gang pada intinya tidak
diregi.ster dan tid.ak dapat dilanjutkan pada

tatrup pemeiksaan olehBa uasfu.

2. WeutenanganMengadili

Bawaslu adalah lembaga gar.g berutena ng

mem.eiksa dugaan pelanggaran, ad.ministrasi,

Aakni pelanggaran terlndap tata cara, prosedur,

atau mekani.sme gang berkailan dengan

ad.ministra.sitif pelaksanaan pemilu pada sefrag

tahapan pengelangganz. penllu (ttdak
tennastk ,rlasifl dan da.lrrrrt

setd.apttlngkata qteagelengganaa nPemlksebag
aimanatertnuatdalampo.sal 1 agat (28)

Perba uta.slu 8 talatn 2O18 tentang PenyeLesaian

Pelanggaran Administratif Pemilitnn Urmtm.

Dengan u)eu)enang termuat dalam pasal 4 agat
(1) banaa.slu, banaa.slu prouinsi.. ba utaslu

kabupaten / Kota dan Panuta,slu LN, meneima,

memeriksa, mengkaji dan memutu.s dugaan

pelang g aran administro,si pemifu sesual deng an
tempdt terJadtnga pelanqganzn, juga nlukan
utama dalam W 7 talun 2O17 pasal 38O

diarLtaranga merru,tat, KPU

Kabup ate n/ Kotamelalatkanpembdula ndatamel
aluipengecekandatdataurekaptAdast ulang
data gang tennuat dalam sertifikat rekapitula.si

hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK

yang bersangkutan.

Bahuta pennohonan pemohon yakni meminta

Perhltungan tflang Suaru d*ecamatanwww.jdih.kpu.go.id/ntb/bima 



Palibelo dan Kecamatan BeIo jika diperathi oleh

Bautaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah
kesalahan berat dan akan berakibat lain bagi
penyelenggara, karena dugaan pelanggaran

administrasi pemilu diterima, diperiksa, dikaji,
dan diputus tidak sesuai dengan tempat
tery'adinya pelanggaran. Juga mengingat dalam

UU nomor 7 Tahun 2017 tentang
PemiluPasal3 74( 1 ) Penghitungansuaraulangberu

papenghttunganulruq

suratsuaradlTPS, rekapih asi,suaraulangdiPPK,KPtJ

Kabupaten,/ Kol4dan KPU Provinsi. Pasal 379

Penghltl.tngan Suara lllang untuk fPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasat 37A

dilakukan dengan cara membuka kotak suara

hanya dilaktkan diPPK.

R ap at Ple no R e kapitulasiJlasiLPenghihtng anPerol

ehanSuaraPemilihan Umum dilakukan
berdasarkan mekanisme dan prosedural secara

beq'enjang

sesuaitin gkatan (tin gkatPPKdantingkatKPUkabup

atenBima)berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4
Tahun 2Ol9 Tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan

Hasil Pemilihan Umum yang

telahditetapkanden ganKeputusanKPUkabupat

enBimaNomor: 1 23 / HK.O3 . 7 -Kpt I 5206 / KPU -

Kab /Y / 2Ol9 Tentang PenetapanRekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta

Pemilihan Umum Anggota

DewanPerwakilanRalgratDaerahKabupatenBi

maTahun2O19.

Bahwa Pelapor sudah meregi.ster perkara pada
sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi tgl 23

Mei 2019, sehingga tidak lagi dapat diperiksa

BAWASLU Provinsi, karena sejak tanggal 2l Mei
sudah dilakukan Penetapan hasil nasiona-l maka
Nasdem sudah menjadikan obyek perkara di
Mahkamah Konstitusi sehingga tidak relevan
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lagi untuk dipersoalkan karena tidak dapat

dilaksanalan perhlArngan ulanrg karena sudah

dttenhtkan dalam Pasal 374 (1l.,379 UU nomor 7

Tahun 2077 tentang Pemilu dan berdasarkan

pasal 473dan 474 UU nomar 7 Talatn 2O17.

Penghihtngan Suanu. Ulang iht jelas berbeda

dengan Rekapt&ilast Suanz tllang dan ti.d.ak

dapat dilalatkan oleh KPU Kabtpaten Bima-

Sehingga sepafiitnga Bautasfu Provinsi

m.e ng alakan bukan keut e nang anng a-

3. Eksepsi Kedudu.kan atau statu.s pelapor
danterlapor

Pelapor sama sekali tidak mengebutkan

kedudukan dan statusnAa sebagai apa

kapasita.snya melapor, apakah sebagai Kuasa

Hukum, Peserta, pemantau atau pemililt,

sehingga jelas bagi Terlapor unhtk mendudukkan

persoalan gang dilaporkan ini seslurri dengan

kapa.sita.s. Juga ti.dak ad.a pelapor gang tiba-tiba

munanl menandatangani tapi tidak ado.

identita-snya, pelapornga saht orang gang

menandatangani dua orang. Sehingga terdapat

satu orang gartg ktrarq identitasnya

sebagaimana dalam pasal 25 agat (6)

Perbawa.sfu I totun 2O18 tentang Pengelesaian

Pelanggaran Administratif Pemililwn Umtm.

PeLapor mengakui a.dolah Peserta Pemilu, Peserta

Pemifu itu Partai Politik, bukan orang perorang,

jadi peserto Pemilu dalam melaktkan tind.akan

lutktm tidak dopat dilaksanakan oleh Pelapor

secara pribadi tapi ato.s da.sar kedudukannga

sebagai Partai Politik, gang mekanismenga a.d.a

Kehta dan Sekretaris. Jadi Pelapor dapat

dipa.stikan tidak memiliki Legal standing gang

jelas.

Bahuta Pelapor ti.dak dengan jelas menyebutkan

kedudukan dan status

dalamp e ng eleng g araTerlapt orma.sing -

ma.sing,o4takedudukand.arperannya sehingga
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dapat dikualifika.si kesalalnn gang dilakukan
oleh si.apa, saat apa, sed.ang apa dan dengan
ura bagimana masirry-nusing Terlapor ini dapat
mempertanggungjautabkan tind.akannga oleh
empat (4) orang sedanrgkan komisoner KpU
kabupaten Bima dilantik S orang. Jika gang
dilapor adalah pribadi empat orang g@rry

disebutkan dalam laporan tersebut tenfut

alamatnga sangatlah tidak tepat, jika Terlapor
atrrs nama pengelenggara tentu ad.a kekurangan
orangnga (person), karena komisoner KpU
Kabupaten Bima bukan 4 (empat) orang, akan
tetapi 5 (lima) orang. Sehingga laporan
sepahttngaditolak.

4. Eksepsi Eror inPersonn.

a. Bahua dalil Pelapor ad.alah mempersoalkan
4 (empot) orang adalah sajah dan/ atau
ktrang orang, karena Laporan Admini,stra_si

tidak sepatutnAa gang dilapor od.alah
personal atau Pribadi orang-perorang d.engan

menjadikan pribadi sebagai obgek
Pelanggaran administratif, tulrrutrl ttndakan
administrasi kelembaga.an gang sepatutnga
dipertarqgungja utabkan seoara ketembagaan
pula oleh KpU Kabupaten

Birw.d.antid.akmeng e buhtamas e caraprib adi,s
ehantsng ag angdilaporad.otah KpIJ Kabupaten
Bima gang terdapat S komi,soner, bukan
santdara Imran, Imanuddin, Wahyudinsyah
dan Ady Supriadin, sepatutnya juga yang di
lapor adalah Bawaslu Kabupaten karena
merupakan penyelenggara pemilu, yang
sepatutnya sudah menjadikan sebagai

temuan jika terdapat pelanggaran

administratif pada saat rekapitulasi
berlangusung, sehingga subyek yang di
laporkan adalah salah dan/atau kurang
sehingga patut dinyatakan error in persona.

b. Bahua Baua.sfu prouinsi sepattfinAa han8
mengilattsertakan ptlnkwww.jdih.kpu.go.id/ntb/bima 



T erkaitg aknip e s e rtaP emifuata uP artaiPolitiklai

nyangakanberdampak dan dipersoalkan

dalam Laporan ini, karena pelopor ti.dak saja

mempersoalkan stutra partainya sendii
nemum fuga menginggung partai laat"

sehingga sepahinga Banaasfu Prouirsi

menyatakan kurang para pihak.

Eksepsi Kabur atau obsctturlibel

Dalil pelapor mempersoalkan Pelanggaran

Administra.si dan temuan penggelembungan

s.tara pasca Rekapitila.si Hasil Penghihtrqan

Perolehan Suara Tingkot Kecamatan a.d.alah

kabur dan tidak dapat disah*an,

Pelanggaran a.dmini.stra.si, g akni p elang g aran

tertndap tata caro, prosedur, atau

mekani.sme Aarlg berkaitan dengan

administrasittf pelaksanaan pemilu dalam

setiap talupan pengelenggara pemifu,

sementard. terdapat Wla permirtaan

melahtkan perhitungan ulang s1t-ctra

dikecamatan gang bukan

keu e nang anK P U, K PUb er da.s arkanp a.s al3 8 O U

UTtaLrurAolThangadapat melalotkan

pembehtlan data melahti pengecekan

dan/ atau rekapitulasi ulang data gang

termuat dalam sertifikat rekopihtla"si lnsil
penghihngan perolehan suara untuk PPK

gangbersangkutan.

Ini semakin tid.ak jela"s, mempersoalkan

penglathtngan ulang difuar ketuenangan WU
atau merrq)erso alkan administra.si? Sehing g a

laporannga patut dinAatakan tidak jelas,

kabur atau absa,ur libeL

5. Eksepsi nebi.s Inldem

Bahtaa terhadap dalil laporan Pelapor terkait

keberatan Pelapor pa.da tahapan Pleno

Re kapihiasi H asil Penghitttngan Perolehan Suara

dan Penetapan Ha.sil Pemilihon Umum teloh

ditindaklanjuti dalam rapat pleno Wkat KPU
www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima 



TENTANG POKOK L/IPORANPELAPOR:
Balruta, hal-hal garq diaraikan pada bagtan

keberotan dt ata,s, ad,alah satu-

ke s ahnny angtidakterpis atikandarip okok-

p o ko hJ a ut ab anT ERLA PO R s e b ag ai b e rikut :

[.

Kabupaten Bima, alas permintaan dan keberatan

pelapor gang dilanjutkan oleh rekomendasi lisan

Batoo.slu Kabupalen Bima. Pasal 399UU7 talatn

2017 mengatakan Banaaslu Kabupaten/Kota

uajibmenerima,memeikso" dan m.emttuskan

a.danga dttgaan pelanggaran,

pengimpanga4dan,/ ataukesalahand.alafiL proses

pelaksanaanretkapitula.si ha.sil penghitungan

perolehan stara peserta pemifu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 398 agat (2).Sehingga

laporan ini mentpakan pengulangon gang telah

selesai ditindaklanjuti pada sa,o,t rapat pLeno

rekapitulasi hasil penghitungan peroLehan suara

tingkat Kabupaten Bima, sehingga Patli
ding atakan nebis in idem.

6. Bksepsi tentang leuat ualcfit

Bahuta terlndap uaktu laporan oleh pelapor

berdasarkan pa.sal 11 perbanaa.sfu 7 talun 2O19

tentang Penanganan Temuan dan Laporan

Pelanggaran Pemililwn Umum" Laporan gang

mem.eruthi sgarat fonnil dan m.ateril di register

palfitg lama 3 hari sejak laporan diterima

(tertonggal 9 met 2079, faktanya tan4gal 1O

mei 2019), sementara dalam berita acara

regi.strasi tertanggal 14 Mei 2019, dalam pa.sal 9

perbanaasht 7 tatan 2019 iqa m.engalakan

kajian autal tenrutat dalam 8,5 paling lama 2

hai. ,Iikapun menluk pada pa.sal 12 Perbanta.slu

7 talan 2018 dugaan laporan Aang belum

m.emeruthi sgarat formil dan materil untuk

diperuthi paling lama 3 fan sejak laporan

diteima. Jadi kalmt menluk pada tarqgal 10

mei 2A19 hai kerja haru.snga Laporan telah

selesai tanggal 74 mei 2019, sehingga

sepatutnga laporan ini ditolaH
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1. Bahuta pada prirsipnya TERLArcR menolak

dalil-dalil gang itiajukan

P DMO HO Nunfi tks elunimg a, ke cualig angj elos

-jela.s diaktiole hTe rlap or ;
2. Balrua tidak benar dugaan pelanggaran

admini.stra.si gang di.dalilkan oLeh Pelapor

pada poin A.3 keso,lo,h iit malah dilalor,kan

oleh pelopor Aang datang keberatan setelah

rapat pleno tingkot kecamalan telah selesai

gang benar adalah laporan Panitia Pemilihan

Kecamal.an (PPK) Palibelo dan Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Belo telah

melaksanakan Rapat Plcra Rekapitula.si

Hasil Perghitttngan Perolehnn Suam Tingkat

Kecamatan

PemilihanU mumTalauA O 1 9b e rda.s arkanPe ra

fitranKPUNomor7TalafiA0l7 Tentang

Tahapan" Program, dan Jadutal

Pengelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan KPU Nomor l0 Tahun

2OL9 dan dengan prosedur dan tata cara

yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 9

s/d Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun

2Ol9 Tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

3. Baluta tid.ak benar qpa Aang didalilkan
pelapor pada poin A.4, gang benar a.doJah

Pelapor gang datang keberatan setelah rapat

pleno tirqkat kecamolan telah selesai. dalam

hal pengel-esaian keberalan dan sakslsaksi

Peserta Pemilu fterma.suk saksr Partai Politik

Na.sDem) dalam Rapat Pleno

R e kapifi ia.siH a.silPenghitung anrPeroLehanSua

raTingkatKecamatanPanitia Pemilihan

Kecanurtan pPK) Palibelo Pemilihan Umum

Tatatn 2O19 sebagaimana arqka 1 di o,tas

telah ditindakla4juti (uide bt rctl T-S) don

telah tunta.s di.selesaikan seatai dengan
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mekani,sme dan prosedur sebagaim.ana

diatur dalam ketentuan Pasal 22 Perahtran

KPU Nomor 4 Talun 2019 Tertang

Rekapifiia.si Hasil Penghitttnga n PeroLehan

Suara dan Penetapan Ho,sil Pemilitan Ufiatm

dan telah diterima saksi Partai Politik

Na.sDem. Formtlir Model DA-KPU (vlde,

Buletl T.7.7) dan Formulir Model DAI-DPRD

(uide, bubiT.7.2);

4. Bahua tidak benar qpa gang dalilkan

pelapor pada poin A.5, garq benar ada.lah

dalam proses Rapat Pleno Rekapihia.si Ha.sil

Penglitungan Perolelwn Suara Tingkat

Kecamatan Panitia Pemilih.an Kecamatan

(PPK) Belo Pemilitwn Umum Talatn 2O19

sebagaim.ana angka 1 di ato.s, tidak

terdap atkeb eralan daris aksiPartaiPohtikN a.s D

em,FormulirModeDA-KPU (Buktl 7.2. 7) dan

Formulir Model DAI-DPRD @ulcti T.2.2) serta

telah

dituarq kanjug a.daf amF ormttlir Mo deD A2 -

KPU(Bukti,T.3);

5. Bahtta tidak benar garq didalilkan pelapor

dalam poin (A. 6,7,8,9.) gang benar adalah

KPU Kabupaten Bima telah melaksanakan

Rapat Plera Rekapifiia.si Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bima

Pemilihan Umum Talatn 2O19 berda,sarkan

Perafitran KPU Nomor 7 Talatn 2O17 Tentarq

Tatnpan, Program, dan Ja.dutal

Penyelengg araan Pemilihan Umum Talntn

2019 sebagaimana telah diubah terakhir

derLgan Perahtron KPU Nomor 1O Talatn

2O19 dan dengan prosedur dan tata cara

gang telah diahtr dalam ketenfitan Pasal 37
s/d Pa.sal 52 Perahtran WU Nomor 4 Talam

2019 Tentang Rekapitulasi Ha.sil

Ferqhttungan Perolelwn Suara.danPenetapan

Ho.sii Pemililutn Umtm-Balruta KPU

Kabupaten Bimamelaksanakan Rapat
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Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bima

Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana

<l.iiela.ska-n di a-r-a-s u-ntuk kecana-ta-n Palibelo

dilaksanakan pada hari Minggu, 5 Mei

Tahun 2019 mulai pukul 13.30 WITA dan

berakhir Pukul 23.50 WITA; Bahwa dalam

hal penyelesaian keberatan dari saksi Partai

Politik NasDem

dalamRapatPlenoRekapitulasiHasilPenghitu

nganPerolehanSuaraTingkat Kabupaten

Bima Pemilihan Umum Tahun 2OL9

sebagaimana dijelaskan di atas telah

sebagian ditindakianjuti sesuai dengan

syarat dan prosedur sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang

telah dituangkan dalam Formulir

ModelDB2-

KPU (PernyataanKeberatanSaksiatau Catatal
KejadianKhusus

RekapitulasiHasilPenghitungan Perolehan

Suara TingkatKabupaten

PemilihanUmumTahun20 1 9l (BtttfiT. STerl
ampifl;
B afu t akeb erolanap apunolelqtilwky ang b erke

pentinganlnntsberda.sarkan pada dasar

aturan gang jela.s sebagaimana terdnng
dalam Pa.sal 52 PKPU4 talan 2O19 juga

terdapal pembata-son dan cara pengelesaian

mo,salah pada tiap-tiap tingkatan pl.eno

re kapitula.si p e rhihtng antanar a.

6. Baluta pada Hari Selasa, 7 Mei 2O19

htlill 23.45 WITA, KPUKabupaten

Bimat e lahme net ap ka nR e kapitulasil{ asilPe

ng hitung an Perolelwn Su ara
Ting kat K a bup aten Btma Pe mililnnU mumTa

lutn2o l9denganKegtusan KPU
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ilt. PETITTIil:
Berdasarkan Janaaban TERLArcR diatos,

kiranga Ketua dan Arqgota Majeli,s Pemeriksa

Pelanggaran Admini.stratif Pemifu Talatn 2O19

dapat menjatuhkan Wtu.san sebagai berihi:
1 . Meng atakan*ecaraLatkttm-LllBN ERIMAEksepsiT

ERLAPAkntukseluruhnga;
2. Mengatakan secnra IahUnMENERIMA

Jauaban TERLAPOR urtuksefuruLvtga;
3. Mengatakan MENOLAK Laporan PELArcR

unhtk seluruhnga, atau setidak-
tidakng ame ny atakanlap oranPELAN Rtidakda
patditerima;

5. Buktl-buktl Terlapor

Bahwa -ferlapor menyampaikan bukti-bukti pada
sidang pemeriksaan sebagai berikut:

No. Kode Daftar Bukti
1 T. l.l DA-KPU Kecamatan Palibelo
2 T.1 .2 DAI-DPRD Kecamatan Palibelo
J T.1.3 DA2-KPU Kecamatan Palibelo
4 T.2.t DA-KPU Kecamatan Belo
5 T.2.2 DAI-DPRD Kecamatan Belo

6 T.2.3 DA2-DPRD Kecamatan BeIo
7 T.3 DB2-KPU Kabupaten Bima

8

Keputusan KPU Kab. Bima Nomor:
1 23 /HK.o3. I -Kpt I 5206 I r<PU -

Kab/V/2O19 Tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Peserta Perrrilihan
Umum ,Anggota Dewan Perwakilan

Kabupaten Bima Nomor: 123/HK.O3.1-

Kpt/5206/KPU-Kab/V/2O19 Tentang

Penetapan Rekapitula.si Hasil
Penghifitngan PeroleLan Suara Peserta

Pemilitwn Umum Anggota Dewan

Penaakilan Rakgat Daerah

KabupatenElimaTalatn2 O 1 9 (BuktlT. 4 Terl
amplr);

7. Bahwa, oleh korena laporan PEMOHON

tidak berdasarkan tatkum" maka pahilah
Laporan tersebut ditolak unhtk selurutatga,

atau setidak-tidakny a meng alakan Laporan

PELAPOR tidak dap atditerima;

T.4
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9 T.5 BA TL Lap. Nasdem.

10. 7.6

T.2.4

DAA. 1 DPRD Dapil VI (Desa Ncera,

Kecamatan Belo)

11. DA2 Desa Ncera, Kecamatan Belo

t2. T.2.5 DA2 Desa Ncera, Kecamatan Belo

T.6.1/T.6
14. T.6.1/T.6 DAA1 Desa Ncera, Kec. Belo

15. T.7 DAA1 Desa Renda Kec. Belo

16. DAAl Desa Renda Kec. Belo

17. T.1.4
T.8

DA2 Desa Nata, Kecamatan Belo

18.

19. T.8.1 DAAI Desa Teke, Kec. Palibelo

20. T. 1.5

DAA1 Desa Ntonggu Kec. PalibeloT.8.2

6. Kesimpulan

a. Pelapor

Bahwa pada sidang pemeriksaan Dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu dan dicatat

dalamBuku Registrasi Laporandengan Nomor

ot/LP/PLI ADMI rS.oolv l2Ol9tanggal 28 Mei

2019 Pelapor teiah menyampaikan kesimpulannya

secara lisan yang pada pokoknya bahwa pelapor

telah menjelaskan secara rinci dan jelasjalannya

persidangan pembuktian banyak menemukan

pembuktian-pembuktian, mekanisme-mekanisme

yang seharusnya dilakukan oleh KPU Kabupaten

Bima tidak dilaksanakan, penyampaian-

penyampaian alat bukti juga tidak dilakukan oleh

terlapor. Dan Pelapor menolak dengan tegas dalil-

dalil Jawaban Para Terlapor dan Pelapor tetap

pada ha-l-hal yang yang diuraikan pada Laporan

Pelapor

b. Bahwa pada sidang pemeriksaan Dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu dan dicatat

dalamBuku Registrasi la.porandengan Nomor

Ol/LPIPL/ADi*{/t9.oo/v /20lgtanssal 28 Mei

2019 Terlapor telah menyampaikan

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya

bahwa kesimpulan terlapor sama persis dengan

keteransan vant, disamnaikan- arlanttn naksi-ra kri

Rakyat Daerah Kabupaten Bima Tahun
20t9

13. DAAI Desa Ncera, Kec. Belo

T.7

DAAI Desa Dore, Kec. Palibelo

DA2 TPS 9 Desa Beruang Kec. Palibelo

2t.
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yang ciiajukan oleh terlapor tidak relevan dengan

persoalan permohonan yang diajukan.

dan pada dasamya semua saksi yang diajukan

oleh terlapor tidak tegas dan jelas menjelaskan

fakta.

7. Pettlmbangan MaJellr Pemerlkra:

a) Bahwa adapun faLta-fakta yang terungkap di dalam

sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----------

- Bahwa benar PPK Kecamatan Palibelo telah
melaksanakan Pleno Rekapitulasi pada

tanggal 1SMei 2019;--
- Bahwa benar dalam rapat plcno rekapitulasi

dihadiri oleh pengawas pemilu, saksi peserta

pemilu dan juga disaksikan oleh

masyarakat;-
- Bahwa benar dalam rekaPitulasi

dilaksanakan dengan cara membaca

perolehan masing-masing suara partai
politik dan calon yang tertuang dalam C I
yang diinput ke dalam formulir model

DAAl;--------
- Bahwa benar ketika terjadi perselisihan

antar C1 yang dipegang oleh saksi dan Cl
yang dipegang oleh penyelenggara maka
adalah Cl Plano yang akan dijadikan
rujukan untuk perbaikan

- Bahwabenar dalam Rapat Pleno rekapitulasi
di tingkat PPK Kecamatan Palibelo partai
Nasdem mengajukal keberatan terhadap
proses pleno;

- Bahwa benar keberatan dari saksi partai
Nasdem tidak diberikan form DA2 (Kejadian

khusus,/form keberatan) ;---

b) Bahu,a berdasarkan dalil, fakta dan alat bukti para

pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat

sebagaiberikut: ---------------

---------Kewenangan Bawaelu Provlnsl

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7
Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 97 huruf
a angka 1, disebutkan "Bawaslu Provinsi

bertugas melakukan pencegahan dan
penindakan di wiiayah provinsi terhadap
pelanggaran Pemilu";------

- Bahwa Pasal 98 ayat (21 huruf d UU No 7 Tahun
2017, menyebutkan "Dalam melakukan
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Penindakan Pelanggaran Pemilusebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 huruf a,
BawasluProvinsi bertugas memeriksa, mengkaji,
dan memutus pelanggaran administrasi
Pemilu";-----
Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017
tentang Pemilu menyebutkan "Pelanggaran
administratif Pemilu meliputi
pelanggaranterhadap tata cara, prosedur, atau
mekanisme yangberkaitan dengan administrasi
pelaksanaan Pemilu dalamsetiap tahapaa
Penyelenggaraan Pemilu";-
Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) menyebutkan
oBawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten / Kotamenerima, fremeriksa,
mengkaji, dan memutus
pelanggaranadministratif Pemilu kemudian ayat
(3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, BawasluKabupaten/Kota
harus dilal<ukan secara terbuka", dan ayat (4)

menyebutkan 'Dalam hal diperlukan sesuai
kebutuhan tindak lanjutpenanganan
pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota dapat
melakukan investigasi', ayat (5) menyebutkan
"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten / Kota wajibmemutus penyelesaian
pelanggaran administratif Pemilupaling lama 14

(empat belas) hari keda setelah temuan
danlaporan diterima dan diregistrasi', serta ayat
(6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu,
Bawaslu Prorrinsi, BawasluKabupaten/Kota
untuk penyelesaian pelanggaranadministratif
Pemilu berupa:-------

a. perbaikan administrasi terhadap tata cara,
prosedur,atau mekanisme sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;--

c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu
dalamPenyelenggarEran Pemilu ; dan------------

d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan
ketentuandalam Undang-Undang ini".

Terhadap Pokok-Pokok Laporan-------

Menimbang bahwa pada Sidang Pemeriksaan
masing-masing pihak telah diberikan

b. teguran tertulis;-------
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kesempatan untuk membuktikan daliLrya
masing-masing;--------------

Menimbang bahwa Pelapor dalam laporannya
menyatakan KPU Kabupaten Bima telah
melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Perolehan Suara Peserta Pemilu untuk
Kecamatan Palibelo yang melanggar tata
cara/prosedur sesuai ketentuan yang diatur
Peraturan KPU Nomor 4 Talun 2019 Pasat 46

ayat (1) huruf e yakni tnembacakan keberatan
Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam
pelaksanaan Rekapituiasi Hasil Perolehan Suara
di tingkat Kecamatan yang tertuang dalam
formulir DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi
di tingkat Kabupaten/Kota status
penyelesaianny a' i - - - - - - - -

Menimbang bahwa perbedaan jumlah perolehan

suara sah Partai dan 10 orang Calon dalam
Partai Nasdem Dapil 6, menurut Data Hasil
Rekapitulasi PPK Kecamatan Palibelo berjumlah
2.826 suara yang berbeda dengan Hasil Pleno

PPK Kecamatan Palibelo sebagaimana Form
DAAI-DPRD KAE!/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara) be{umlah
2.353 suara. Terjadi selisih perolehan 473 suara
antara data Hasil Rekap dengan yang
diplenokan oleh PPK dan merugikan Partai
Nasdem di Dapil Bima 6

Menimbang bahwa perbedaan angka pada Form
DAAl-Plano KAB/KOTA yaitu Perolehan Suara
Calon No. Urut 2 Nazaruddin Dapil Bima 6

tertulis ang)<a 2 suara di Desa BRE Kecamatan
Palibelo, seharusnya perolehan Calon be{umlah
24 suara menurut bukti Salinan Cl,
sebagaimana pula yang tertera pada Form DAl-
DPRD KAB/KOTA. Bagaimana penyelesaian dan
status keberatan yang diqiukan pada saat
rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Palibelo;--

Menimbang bahwa dugaan Penggelembungan
suara pada TPS 7 Desa Panda yakni pada

Salinan Cl yang dipegang saksi Nasdem,

akumulasi perolehan Partai dan 10 Calon Partai
Golkar Dapil Bima 6 tertulis 17 suara. Namun
pada Form DAI-DPRD KAB/KOTA perolehan
suara sah Partai Golkar / Calon tertulis 37
suara sehingga jumlah totalnya tercatat 339www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima 



suara pada 10 TPS di Desa Panda. Seharusnya
perolehan Partai Golkar/Calon di 10 TPS

be4'um1ah 319

Menimbang bahwa terhadap dalil Pelapor

menyatakanKPU Kabupaten Bima tida-t<

menerima dan menolak isi keberatan yang
diajukan saksi, yakni permintaan untuk
penghitungan suara ulang Se-Kecamatan
Palibelo, Terhadap Dalil Tersebut Majelis
berpendapat sesungguhnya pembetulan

terhadap perbedaan hasil pemungutan Suara
telah dilakukan mulai dari Rekapitulasi di
tingkat Kecamatan Palibelo walaupunmasih
menyisakan keberatan dari saksi. Pada Pleno

tingkat Kabupaten Terhadap keberatan saksi
dari partai Nasdem berdasarkan keterangan
Terlapor telah dilaksanakan berdasarkaa
rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bima

sebagaimana juga telah diakui oleh pelapor

dalam sidang Pemeriksaan;

Bahw'a perbaikan/pembetulan yang dilakukan
oleh KPU Kabupaten Bima di dasarkan pada

DAA1 Plano untuk desa Bre dan Desa Panda

dimana dalam DA1 suara Partai Nasdem

bertuliskan 2 menjadi 24 berdasarka DAA1 Desa

Bre. Demikian juga terkait dengan DAA1 Desa

Panda khususnya TPS 7 dimana suara Golkar
Berdasarkan Cl Saksi mendapakan 17

sedangkan di Cl terlapor mendapatkan 37

suara, atas perbedaan tersebut telah dipastikan
berdasarkan Cl Plano pada saat Rekapitulasi di
tingkat PPK sebagai mana juga tercantum
Dalam Formulir Model DAA1 Desa Panda, hal ini
sesungguhnya dapat disimpulkan telah

dilakukan perbaikan oleh KPU Kabupaten Bima
sesuai dengan ketentuan Pasal 52Ayat (3) PKPU

4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penhitungan
perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan
Umum ;----------------

Menimbang bahwa terhadap masih adanya
perbedaan atau selisih perhitungan hasil
perolehan suara peserta pemilu sebagaimana
didalilkan pelapor tidak dapat dinilai lebih jauh
kebenaran Materilnya dalam sidang
Pemeriksaan ta.poran ini dikarenakanketentuan
PKPU Nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan 3

atas PKPU Nomor 7 tahun 2Ol7 tentang
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Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan
Pemilihan Umum tahun 2Ol9 yang telah
menetapkan hasil Pemilu secara Nasional
tanegal 21 Mei 2Ol9 rnaka seluruh pemeriksaan
yang menyangkut perbedaan Perhitungan Hasil
Perolehan Suara dikategorikan sebagai

Perselishan Hasil Pemilu yang dalam
pemeriksaan menjadi Kewenagan Mahkam
Konstitusi, dengan demikian Bawaslu tidak lagi
dapat Memeriksa, Mengkaji dan Memutus
perkara perbedaan hasil suara sesuai ketentuan
Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang kemudian
diturunkan dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

menyebutkan bahwa "Dalam hal teq'adi
perselisihan penetapan perolehan suara hasil
pemilu anggota DPR. DPD, dan DPRD secara

nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan
DPRD dapat mengajukan Permohonan
pembatalan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara oleh KPU kePada

Mahkamah Konstitusi" ;--

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat,

terhadap hasit pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan
sebagai berikut: -------

1) Bahwa terhadap ddil-dalil Pelapor yang
termuat dalam la.porannya telah dilakukan
kon{irmasi dengan cara penyandingan

berdasarkan Cl Plano dan dilakukan
pembetulan/perbaikan terhadap perolehan

suara yang tidak sesuai;-

Mengingat

2) Bahrva sepanjang menyangkut Selisih Hasil
sebagaiman dalil pelapor menjadi kewenangan

Mahkamah Konstitusi;---
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 Tentang Pemilihan

Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran

Admini stratif Pemilihan Umum.

MEI{GADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan perbuatan Pelanggaran Adminsitratif Pemllu.

www.jdih.kpu.go.id/ntb/bima 



Demikian diputuskan pada rapat Pieno Bau,aslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

oleh 1) Muhammad Khuwallid, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi

Nusa Tenggara Barat2?l Umar Achmad Seth, SII.,DIH, sebagai arggota

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat3) Itratlp, ST.,MT, sebagai Anggota

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat4l Suhardi, S.IP.,UII, sebagai anggota

Bawaslu Pror"insi Nusa Tenggara Barat 5) DR.Hj. Yuyun IYunrl Azml, S.Pt.,MP

sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dibacakan

dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal

Satu bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua

ttd

(Muharnmad Khuwailid, S.Ag.,MH )

( Umar Achmad Seih, SH.,MH )

Anggota,

( DR.Hj. Yu1,un Nurul Azmi, S.ft.,MP)

Anggota,

ttd

( Itratip, ST.,MT )

Anggota

ttd

(Suhardi, S.IP.,MH )

ttd

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

ttd

(lYarnrdln, S.lP)

Anggota,

ttd
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